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ABSTRAK 

Perkembangan yang pesat dalam pemanfaatan jasa internet mengundang untuk terjadinya 

kejahatan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan terhadap akses internet, kejahatan 

terhadap pengguna teknologi informatika semakin meningkat mengikuti perkembangan dari 

teknologi itu sendiri. Semakin banyak pihak yang dirugikan atas perbuatan dari pelaku 

kejahatan cyber tersebut apabila tidak ada ketersediaan hukum yang mengaturnya.  

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan 

hakim dalam memutuskan perkara Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm Tentang Penipuan Arisan 

Online dan Bagaimana penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam putusan 

Nomor 788/Pid.B/2022/PN Bjm Tentang Penipuan Arisan Online. 

Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang 

menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang 

dikemukakan dalam hal ini menganalisis putusan pengadilan dengan perkara Nomor 

788/Pid.B/2022/PN Bjm. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Metode 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ke pustakaan (Library 

Research). Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan 

menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak 

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis.  

Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahn di atas yakni, 1) Pertimbangan hakim 

pada kasus penipuan arisan online tetap merujuk kepada dakwaan yang disampaikan oleh 

penuntut umum pada persidangan dengan memutusakan menggunakan Pasal 378 KUHP 

dengan terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan. majelis Hakim yang mempunyai 

kesimpulan dengan mempertimbangan hukum dengan melihat unsur dengan memakai tipu 

muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang 

sesuatu kepada terdakwa. Majelis hakim berpendapat bahwa unsur dari dakwaan alternatif 

kesatu telah terbukti. 2) Penerapan pasal pidana pada dakwaan penuntut umum tidak tepat. 

Pada hal ini karena penuntut umum dalam mendakwakan kasus penenipuan arisan online 

menggunakan aturan yang bersifat umum (lex generali). Penuntut umum yang mendakwakan 

terdakwa Syahlina Febrianti dengan Pasal 378 dan 372 KUHP telah mengesampingkan 

pemberlakuan hukum yang memiliki khusus yaitu Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. 
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ABSTRACT 

Nadella Anggraeni. NPM 19.81.0755. 2023. Juridical Analysis of Online Fraud Crimes (Case 

Study of Decision Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm), Thesis. Faculty of Law, Islamic University 

of Kalimantan. Advisor I Dr. Afif Khalid S.HI.,SH.,MH., Supervisor II Dadin Eka Saputra S.H., 

M.Hum. 

Keywords: Judge's Decision, Fraud, Online Gathering. 

The rapid development in the use of internet services invites crime to occur. With the 

increasing number of requests for internet access, crimes against information technology users 

are increasing following the development of the technology itself. More and more parties are 

harmed by the actions of the perpetrators of these cyber crimes if there is no law that regulates 

them. 

         This research is focused on two formulations of the problem, namely how the judge 

considers in deciding case Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm Regarding Online Arisan Fraud 

and How to apply the Lex Specialis Derogat Legi Generali Principle in decision Number 

788/Pid.B/2022/PN Bjm About Online Arisan Fraud. 

The method used is the normative juridical method, namely research that uses laws and 

regulations as a basis for solving the problems put forward in this case analyzing the court's 

decision with case Number 788/Pid.B/2022/PN Bjm. The data used are primary and secondary 

data. The data collection method used in this research is library research. While the data 

analysis used is qualitative analysis, namely by describing the data in a quality manner in the 

form of regular, coherent, logical, non-overlapping, and effective sentences, thus facilitating 

data interpretation and analysis. 

The results of the research in response to the problems above are, 1) The judge's 

consideration in the case of online arisan fraud still refers to the charges submitted by the 

public prosecutor at the trial by deciding to use Article 378 of the Criminal Code by being 

proven to have committed a criminal act of fraud. panel of Judges who have concluded by 

considering the law by looking at the elements by using deception and a series of lies to move 

other people to hand over something to the defendant. The panel of judges is of the opinion 

that the elements of the first alternative indictment have been proven. 2) The application of the 

criminal article to the public prosecutor's indictment is inappropriate. In this case, it is because 

the public prosecutor in indicting cases of online arisan fraud uses general rules (lex generali). 

The public prosecutor who charged the defendant Syahlina Febrianti with Articles 378 and 372 

of the Criminal Code has ruled out the application of a special law, namely Article 28 

paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 

concerning Information and Electronic Transactions. 
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